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PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER.19/MEN/2009 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN                   
NOMOR PER.22/MEN/2008 TENTANG ORGANISASI DAN   
TATA KERJA  UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN  

SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT 
 
 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,  

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kinerja di bidang  pengelolaan 
sumber daya pesisir dan laut, maka dipandang perlu 
mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut; 

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri; 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman 
Hayati); 

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 

3. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang 
Pengendalian Pencemaran Air; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut; 

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 
Tahun 2008; 
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8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 
58/M Tahun 2008; 

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/ 
MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.04/MEN/2009; 

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/ 
MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut; 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER.18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi 
Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga 
Nonkementerian; 

13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/ 
MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan  Departemen 
Kelautan dan Perikanan; 

Memperhatikan :  Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dalam surat Nomor:  B/2577/M.PAN/8/2009 tanggal 13 Agustus  
2009; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI  KELAUTAN  DAN  PERIKANAN  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.22/MEN/2008 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA 
PESISIR DAN LAUT. 

Pasal   I 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir 
dan Laut pada Lampiran III diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
Peraturan Menteri ini. 
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Pasal   II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta      
pada tanggal  15  September  2009 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I, 

ttd. 

FREDDY NUMBERI                
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LAMPIRAN :  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. 
 Nomor  PER.19/MEN/2009 
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/ 
MEN/2008 Tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir dan Laut 

 
 
 

LOKASI  DAN WILAYAH KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT 

 

NO. KLASIFIKASI LOKASI WILAYAH KERJA 

Padang, Sumatera 
Barat 

Nangroe Aceh Darusalam, 
Sumatera Utara, Sumatera Barat, 
Riau, Kepulauan Riau, Jambi, 
Sumatera Selatan 

Denpasar, Bali Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara 
Barat, Nusa Tenggara Timur 

Pontianak, 
Kalimantan Barat 

Kalimantan Timur, Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Selatan 

1. Balai Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir 
dan Laut (BPSPL) 

Makassar, Sulawesi 
Selatan 

Sulawesi Utara, Gorontalo, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, 
Sulawesi Tenggara, Sulawesi 
Selatan 

Sorong, Papua Barat Maluku Utara, Maluku, Papua 
Barat, Papua 

2 Loka Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir 
dan Laut (Loka PSL) 

Serang, Banten Bengkulu, Bangka Belitung, 
Lampung, DKI Jakarta, Banten, 
Jawa Barat, Jawa Tengah dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I, 

ttd. 

FREDDY NUMBERI 


